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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM 
PERTANGGUNGJAWABAN

 TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

Oleh :
I Dewa Made Suartha1

Abstract
The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem 
to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 
principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in 
corporation criminal act responsibility?. (2) How is criminal law policy upon 
the corporation criminal act responsibility in iusconstituendum perspective? 
The research used normative law method with legislation, comparative and law 
concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code 
has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable 
for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code 
Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject 
of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional 
criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although 
with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by 
corporation.

Keywords: Policy corporation law, Criminal act,responsibility

Abstrak
D�ter�manya korporas� sebaga� subjek t�ndak p�dana, dapat men�mbulkan 
permasalahan keb�jakan hukum p�dana dalam pertanggungjawaban t�ndak p�dana 
korporas�. Dalam penel�t�an �n� terdapat dua permasalahan pokok, ya�tu (1) 
Baga�manakah keb�jakan hukum p�dana pada saat �n� dalam pertanggungjawaban 
t�ndak p�dana korporas�?. (2) Baga�manakah keb�jakan hukum p�dana terhadap 
pertanggungjawaban t�ndak p�dana korporas� dalam perspekt�f iusconstituendum 
?Metode penel�t�an yang d�pergunakan adalah metode penel�t�an hukum normat�f 
dengan pendekatan perundang-undangan, perband�ngan dan anal�s�s konsep 
hukum. Has�l penel�t�an adalah : (1) KUHP t�dak mengatur korporas� sebaga� 
subjek t�ndak p�dana yang dapat d�pertanggungjawabkan dalam hukum p�dana 
sedangkan d� beberapa perundang-undangan d� luar KUHP telah mengatur 
korporas� sebaga� subjek t�ndak p�dana yang dapat d�pertanggungjawabkan dalam 
hukum p�dana, namun mas�h bers�fat pars�al dan t�dak kons�sten, (2) Rancangan 
KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporas� sebaga� 
subjek t�ndak p�dana dan dapat d�pertanggungjawabkan dalam hukum p�dana 
dan mener�ma pertanggungjawaban p�dana mutlak serta pertanggungjawaban 
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p�dana penggant�, mesk�pun dengan pengecual�an untuk memecahkan persoalan 
kesul�tan dalam membukt�kan adanya unsur kesalahan yang d�lakukan oleh 
korporas�.

Kata kunc� : kebijakan hukum korporasi, tindak pidana,    
          pertanggungjawaban

I  PENDAHULUAN
Suatu kenyataan d� masyarakat 

peranan korporas� dalam akt�v�tas 
ekonom� sudah t�dak d� pertanyakan 
lag�. Sejalan dengan d�nam�ka 
ekonom�, sepak terjang korporas� yang 
saat �n� laz�m d�kenal dengan sebutan 
perusahaan-perusahaan mult� nas�onal 
(multi national corporation), pada awal 
tahun 1960 mula� menjad� perhat�an 
para ahl�  sos�al ekonom�.  Fenomena 
dan sepak terjang korporas� �tu telah 
berlangsung sebelum perang dun�a 
ke-2, namun stud� yang s�stemat�s dan 
mendalam baru d�mula� pada awal 
tahun �tu. Sementara �tu d�kalangan 
kr�m�nolog�, stud� kr�t�s terhadap 
peranan korporas� sudah d�mula� 
sejak tahun 1939, melalu� suatu p�dato 
bersejarah Edw�n H Suterland d� 
depan “The American Sociological 
Association”. Ia mengemukakan 
konsep “White Collar Crime” (WCC) 
yang d�def�n�s�kan sebaga� “ a crime 
committed by a person of respectability 
and high social status in the course of 
his accuption ”.2

Penel�t�an Suterland yang 
menggunakan catatan-catatan jawatan-
jawatan pengaturan (regulatory 

2 Shof�e, Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan T�ndak 
P�dana Korporas�, Chal�a Indones�a, Jakarta, 
hlm.20

agencies), pengad�lan-pengad�lan 
dan kom�s�-kom�s�, menemukan 
bahwa 70 korporas� �ndustr� dan 
perdagangan yang d� tel�t�nya mas�ng-
mas�ng set�dak-t�daknya melakukan 
satu pelanggaran hukum dan memuat 
keb�jakan-keb�jakan yang melanggar 
hukum.Sepert� per�klanan yang 
menyesatkan (false advertising) 
penyalahgunaan paten (patent abuse), 
pelanggaran persa�ngan dagang 
(wartime trade violation), penetapan 
harga (pricefitsing), pen�puan (fraud) 
dan penjarahan barang-barang cacat 
(sale of faulti goods).D� satu s�s� 
peranan korporas� menggerakkan 
roda perekonom�an d� suatu negara 
bahkan mel�ntas� batas-batas Negara, 
sedangkan pada s�s� la�nnya d�sadar� 
atau t�dak men�mbulkan d�stors�-
d�stors� dan ket�dakad�lan bag� 
masyarakat.namun hamp�r t�dak 
d�rasakan.3

Sejalan dengan hal �tu, kongres 
Perser�katan Bangsa-Bangsa (PBB) 
ke-5tentang pencegahan kejahatan 
dan pemb�naan pelanggar hukum 
(On the prevention of crime and 
the treatment of offenders) bulan 
September tahun 1975 d� Jenewa, 

3 Remy Sjahde�n�, Sutan, 2006, 
Pertanggungjawaban P�dana Korporas�, PT 
Graf�t� Pers, Jakarta, hlm.2.
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member�kan rekomendas� dengan 
memperluas pengert�an kejahatan 
terhadap t�ndakan penyalahgunaan 
kekuasaan ekonom� secara melawan 
hukum (illegal abuses of economic 
power) sepert� pelanggaran terhadap 
konsumen, penyelewengan d� b�dang 
pemasaran, peraturan perpajakan, 
perburuhan, pencemaran l�ngkungan 
dan perdagangan oleh perusahaan 
�nternas�onal. Kemud�an  dalamkongres 
ke-7 PBB tahun 1985 telah d�ulang� 
kembal� adanya d�mens� baru kejahatan 
dalam konteks pembangunan. Telah 
d�per�ngatkan adanya per�laku 
melanggar hukum p�dana yang 
d�lakukan oleh perusahaan-perusahaan 
yang mempunya� dampak yang sangat 
negat�ve pada perekonom�an Negara.4

Perhat�an masyarakat 
�nternas�onal terhadap kejahatan 
korporas� secara jelas nampak pula 
dar� usaha dun�a �nternas�onal untuk 
menangkal pr�laku negat�f dar� 
perusahaan-perusahaan mult� nas�onal 
(multi national enterprise). Usaha 
tersebut merupakan has�l kerja sama 
�nternas�onal dalam bentuk code 
conduct of  transnasional corporation 
(UN, Ecosoe, 1997) yang antara 
la�n mengatur : (1) Activities of 
transnasional corporation (TNC), 
(2) Treatment of TNC dan (3) 
Intergovermental co-operation.5

4 Reksod�putro, Mardjono, 1994, Kemajuan 
Pembangunan Ekonom� dan  Kejahatan, Pusat 
Pelayanan  Kead�lan dan Pengabd�an Hukum 
Un�vers�tas Indones�a, Jakarta, hlm.69

5 Mulad�, 1995, Korban Kejahatan Korporas�, 
Bahan Penataran Nas�onal Hukum P�dana dan 
Kr�m�nolog�, Fakultas Hukum UNDIP, 3-15 
Desember, hlm.6

D� Indones�a keb�jakan hukum 
p�dana dalam pertanggungjawaban 
p�dana terhadap korporas� harus 
d�l�hat melalu� k�tab Undang-
Undang hukum p�dana (KUHP) dan 
peraturan perundang-undangan d� 
luar KUHP.Kenyataannya bahwa 
pertanggungjawaban p�dana terhadap 
t�ndak p�dana korporas� sebaga� 
subjek hukum t�dak d�atur dalam 
KUHP secara tegas, meng�ngat 
hukum p�dana Nas�onal d�desa�n 
untuk menghadap� pr�laku �nd�v�du 
manus�a (natuurlijkpersoon).KUHP 
berdasarkan pada asasnya bahwa 
hanya manus�a yang dapat d�tuntut 
sebaga� pembuat/pelaku (dader) yang 
d�pertanggungjawabkan dar� suatu 
del�k, ba�k yang berupa kejahatan 
maupun pelanggaran.

Berdasarkan ura�an latar belakang 
d�atas, maka dapatlah d�rumuskan 
permasalahan sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah keb�jakan hukum 

p�dana pada saat �n� dalam 
pengaturan pertanggungjawaban 
t�ndak p�dana korporas� d� 
Indones�a?.

2. Baga�manakah keb�jakan hukum 
p�dana terhadap pengaturan 
pertanggungjawaban t�ndak 
p�dana korporas� dalam 
perspekt�f iuscostituendumd� 
Indones�a?
Tujuan penul�san �n� d� samp�ng 

untuk mengetahu� dan menganal�s�s 
secara mendalam mengena� keb�jakan 
hukum p�dana pada saat �n� dalam 
pengaturan pertanggungjawaban 
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t�ndak p�dana korporas� pada 
umumnya, juga secara khusus 
keb�jakan hukum p�dana terhadap 
pengaturan pertanggungjawaban t�ndak 
p�dana korporas� dalam perspekt�f 
iusconstituendumd� Indones�a.

II  METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an yang 

d�pergunakan termasuk ke dalam 
penel�t�an hukum normat�f ya�tu 
penel�t�an hukum yang d�lakukan 
dengan cara menel�t� bahan pustaka 
yakn� mempelajar� dan mengkaj� asas-
asas hukum dan kaedah-kaedah hukum 
pos�t�f yang berasal dar� kepustakaan 
dan peraturan perundang-undangan. 
Adapun pendekatan masalah yang 
d�pergunakan ya�tu pendekatan 
perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan perband�ngan 
(comparative approach), dan 
pendekatan anal�s�s konsep hukum 
(analytical and conceptual approach).
Bahan penel�t�an yang d�pergunakan 
mel�put� ba�k bahan hukum pr�mer, 
bahan hukum sekunder maupun bahan 
hukum ters�er. Tekn�k pengumpulan 
bahan hukum dengan stud� dokumen, 
menggunakan system kartu ya�tu 
d�susun berdasarkan abjad yang d��s� 
catatan sesua� dengan permasalahan 
yang akan d�pecahkan. Kemud�an 
d�anal�s�s dengan menggunakan 
alur log�ka dalam penel�t�an hukum 
normat�ve, yakn� secara s�stemat�s 
mendeskr�ps�kan bahan hukum yang 
mel�put� �s� dan struktur, dalam 
s�stemat�sas� hukum pos�t�f.  Kemud�an 

dar� anal�s�s tersebut secara umum/
dedukt�f akand�tar�k kes�mpulan 
secara �ndukt�f. 

III  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kebijakan Hukum Pidana dan 

Pertanggungjawaban Tindak 
Piidana Korporasi Dalam 
IusConstitutum.

3.1.a. Pengaturan dalam KUHP
D� Dalam K�tab Undang-Undang 

Hukum P�dana (KUHP) sebaga� 
pelembagaan reaks� sos�al formal 
negara terhadap t�ndak p�dana atau 
kejahatan t�dak mengatur korporas� 
sebaga� subjek hukum yang dapat 
d�pertanggungjawabkan dalam hukum 
p�dana, meng�ngat hukum p�dana k�ta 
d�desa�n untuk menghadap� per�laku 
�nd�v�du manus�a (natuurlijkepersoon). 
KUHP berlandaskan pada asasnya  
bahwa hanya manus�a yang dapat 
d�tuntut sebaga� pembuat atau pelaku 
(dader) dar� suatu del�k, ba�k yang 
berupa kejahatan, maupun pelanggaran. 
Hal tersebut dapat d�l�hat dar� pr�ns�p-
pr�ns�pnya  antara la�n :
1. Cara perumusan del�k yang selalu 

d�mula� dengan kata “barang 
s�apa ...“ yang secara umum 
d�maksudkan atau mengacu 
kepada orang atau manus�a. 

2. S�stem p�dana yang d�anut, 
khususnya  p�dana h�lang 
kemerdekaan yang hanya dapat 
d�jatuhkan kepada manus�a dan 
t�dak mungk�n dapat d�jatuhkan 
kepada badan hukum.
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3. Menurut asas-asas hukum 
p�dana Indones�a badan hukum 
t�dak dapat mewujudkan del�k. 
Hoofgerechtshof van N.I.dahulu 
dalam aresnya tanggal 5 Agustus 
1925 menegaskannya dengan 
alasan, bahwa hukum p�dana 
Indones�a d�bentuk berdasarkan 
ajaran kesalahan �nd�v�dual. 
S�stem hukum p�dana Indones�a 
t�dak memungk�nkan penjatuhan 
p�dana denda kepada korporas�, 
oleh karena p�hak yang d�jatuh� 
p�dana denda d�ber�kan p�l�han 
untuk menggant�kannya dengan 
p�dana kurungan penggant� 
denda (L�hat Pasal 30 ayat (1), 
(2), (3), dan (4) KUHP).

4. T�dak ada prosedur khusus 
dalam hukum acara p�dana untuk 
korporas�.6

2.2.b. Pengaturan dalam Perundang-
Undangan di luar KUHP
Sebaga� upaya untuk mengetahu� 

pengaturan pertanggungjawaban 
t�ndak p�dana korporas� dalam 
peraturan perundang-undangan d� 
Indones�a, ternyata korporas� dapat 
melakukan suatu t�ndak p�dana dalam 
perkembangannya d�atur dalam 
perundang-undangan d� luar KUHP 
sudah d�kenal sejak tahun 1951, 
yakn� UU No.1 Tahun 1951 tentang 
Pernyataan berlakunya UU No.12 
Tahun 1948 tentang Tenaga Kerja 

6 Suartha, I Dewa Made, 2015, Hukum P�dana 
Korporas� Persfekt�f Pertanggungjawaban 
P�dana dalam Keb�jakan Hukum P�dana 
Indones�a, Setara Press, Malang, hlm.46-47.

untuk seluruh Indones�a dan mula� 
d�kenal secara luas pada tahun 1955, 
ya�tu dengan d�keluarkannya UU No. 
7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, 
Penuntutan, dan Perad�lan T�ndak 
P�dana Ekonom�.

Beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjad�kan korporas� 
sebaga� subjek hukum p�dana, adalah:
a. UU No.22 Tahun 1957 no UU 

No.26 Tahun 1957 tentang 
Penyelesa�an Perburuhan (Pasal 
27);

b. UU No.3 Tahun 1958 tentang 
Penempatan Tenaga As�ng 
(Pasal 13);

c. UU No.38 Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Untuk 
Tanaman Tertentu (Pasal 4);

d. UU No.32 Tahun 64 tentang 
Peraturan Lalul�ntas Dev�sa 
(Pasal 25);

e. UU No.2 Tahun 1981 tentang 
Metrolog� Legal (Pasal 34);

f. UU No.7 Tahun 1981 tentang 
Waj�b Lapor Ketenagakerjaan d� 
Perusahaan (Pasal 11);

g. UU No.3 Tahun 1982 tentang 
Waj�b Daftar Perusahaan (Pasal 
35);

h. UU No.14 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyak�t Menular (Pasal 
15);

�. UU No.7 Tahun 1992 tentang jo 
UU No.10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan (Pasal 46);

j. UU No.23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan L�ngkungan H�dup 
(Pasal 45 dan 46);
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k. UU No.5 Tahun 1997 tentang 
Ps�kotrop�ka (Pasal 70);

l. UU No.22 Tahun 1997 tentang 
Narkot�ka (Pasal 80);

m. UU No.5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Prakt�k Monopol� dan 
Persa�ngan Usaha T�dak Sehat 
(Pasal 1 but�r 5);

n. UU No.8 Tahun 1999 tentang 
Perl�ndungan Konsumen (Pasal 
61);

o. UU No.31 Tahun 1999 jo UU 
No.20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups� (Pasal 20);

p. UU No.36 Tahun 1999 tentang 
Telekomun�kas� (Pasal 15 );

q. UU No.15 Tahun 2002 tentang 
T�ndak P�dana Pencuc�an Uang 
(Pasal 1, 4, dan 5);

r. PERPU No.1 Tahun 2002 jo UU 
No.2 Tahun 2002 no UU No.15 
dan 16 Tahun 2003 tentang 
T�ndak P�dana Teror�sme.
Bertolak dar� beberapa peraturan 

perundang-undangan tersebut 
d�atas, tampaknya ada ke�ng�nan 
untuk menempatkan korporas� 
sebaga� pelaku t�ndak p�dana, tetap� 
mengena� pertanggungjawabannya 
t�dak jelas arah perkembangannya. 
J�ka d�klas�f�kas�kan, maka akan 
tampak ada beberapa cara pembuat 
undang-undang dalam merumuskan 
kedudukan korporas� sebaga� pelaku 
dan pertanggungjawabannya sebaga� 
ber�kut:
1) Hanya pengurus sebaga� 

pelaku dan pengurus lah yang 

bertanggungjawab. Dalam hal �n� 
pengurus korporas� d�bebankan 
kewaj�ban-kewaj�ban tertentu 
yang sebenarnya adalah 
kewaj�ban korporas�. (Sepert�: 
Pasal 169, 398, dan 399 
KUHP).

2) Korporas� d�aku� dapat 
melakukan t�ndak p�dana, tetap� 
pertanggungjawaban p�dananya 
d�bebankan kepada pengurus. 
Dalam hal �n�, beban tanggung 
jawab p�dana dan pengurus 
seakan-akan hanya sebaga� 
konsekuens� dar� suatu jabatan 
yang telah d�tetapkan oleh 
peraturan �ntern korporas�. Jad� 
sama sekal� t�dak d��syaratkan 
bahwa pengurus tersebut harus 
sebaga� pember� per�ntah atau 
pem�mp�n d� dalam perbuatan 
tersebut. Dengan dem�k�an 
“asas t�ada p�dana tanpa 
kesalahan”yang merupakan 
dasar dar� adanya atau t�dak 
adanya pertanggungjawaban 
p�dana telah d�kecual�kan. 
(Sepert�: Pasal 35 UU No.3 
Tahun 1982 tentang Waj�b 
Daftar Perusahaan).

3) Korporas� secara tegas 
d�aku� dapat menjad� pelaku 
t�ndak p�dana dan dapat 
d�pertanggungjawabkan dalam 
hukum p�dana. (Sepert�: Pasal 
15 UU No.7 Drt Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penuntutan, 
dan Perad�lan T�ndak P�dana 
Ekonom�; dan Pasal 20 UU No.31 
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Tahun 1999 no UU No.20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
T�ndak P�dana Korups�).
  Kalau ada ketentuan yang 

menyatakan bahwa korporas� dapat 
melakukan t�ndak p�dana dan dapat 
d�tuntut serta dapat d�jatuh� p�dana, 
maka harus d�tentukan kr�ter�a-kr�ter�a/
ukuran-ukuran tentang beberapa hal, 
d�antaranya:
a) Kapankah korporas� dapat 

d�katakan melakukan t�ndak 
p�dana. M�salnya Pasal 20 ayat 
(2) UU No.31 Tahun 1999 no 
UU No.20 Tahun 2001.

b) Perbuatan yang manakah yang 
dapat d�kategor�kan sebaga� 
perbuatan korporas�. Suatu 
perbuatan dapat d�katakan sebaga� 
perbuatan korporas� apab�la 
perbuatan tersebut d�lakukan 
dalam rangka mewujudkan 
tujuan-tujuan korporas�, ba�k �tu 
dengan sengaja maupun dengan 
kelala�an.

Dalam meng�dent�f�kas� perbuatan 
korporas� yang akan d�nyatakan 
sebaga� perbuatan yang d�larang 
dalam hukum p�dana, Sherman, 
Lawrence W., (d�kut�p oleh: 
Hamzah Hatr�k) menyatakan 
sebaga� ber�kut:”It is important 
to distinguish deviance commited 
by organization from deviance 
commited in organization. 
Deviencecommited by an 
organization is collective rule-
breaking action  that does not 
helps achiever organization 

is individual or collective rule 
breaking action that does 
not helps to exploitation of 
secretaries, for example is a 
deviant action commited in 
contex of organization power 
hierarchies, but it neither 
benefits nor directly harms to 
goals of most organization”.7

c) S�apakah yang dapat 
d�pertanggungjawabkan dalam 
hal t�ndak p�dana d�lakukan 
oleh korporas�. Dar� beberapa 
perumusan perundang-undangan 
yang telah d�ura�kan d�atas, 
j�ka suatu korporas� melakukan 
t�ndak p�dana yang dapat 
d�pertanggungjawabkan adalah:

1) Badan Hukum, perseroan, 
perser�katan atau yayasan, atau

2) Mereka yang member�kan 
per�ntah atau yang bert�ndak 
sebaga� pem�mp�n dalam 
perbuatan atau kelala�an �tu, 
atau

3) Kedua-duanya (1dan 2). 
Ketentuan tersebut dapat 
d�jumpa�, m�salnya: Pasal 15 
ayat (1) UU No.7 Drt Tahun 
1955 tentang T�ndak P�dana 
Ekonom�; Pasal 59 ayat (3) 
UU No.5 Tahun 1997 tentang 
Ps�kotrop�ka; dan Pasal 20 
ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 
no UU No. 20 Tahun 2001 
tentang T�ndak P�dana Korups�, 

7 Hatr�k, Hamzah, 1996, Asas-Asas 
Pertanggungjawaban Korporas� Dalam Hukum 
P�dana Indones�a, Rajawal� Pers, Jakarta, 
hlm.108
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m�salnya menyatakan:”J�ka 
t�ndak p�dana korups� d�lakukan 
oleh atau atas nama suatu 
korporas�, maka tuntutan 
dan penjatuhan p�dana dapat 
d�lakukan  terhadap korporas� 
dan atau pengurusnya”.

4) Jen�s sanks� yang dapat 
d�jatuhkan terhadap korporas�. 
M�salnya: Pasal 46 ayat (1) 
tentang Narkot�ka; adalah: 
“p�dana serta t�ndakan tata 
tert�b”juga d�ancamkan kepada 
badan hukum. J�ka Indones�a 
belum menetapkan pem�danaan 
terhadap korporas� dalam KUHP 
(W.v.S.) yang berlaku pada saat 
�n�, maka d� Nederland dengan 
Undang-undang (Wet) tanggal 
23 Jun� 1976 (Staatblad 377) 
ketentuan tentang pem�danaan 
korporas� d�masukan ke dalam 
Wetboek van Strafrecht (W.v.S.) 
dan melalu� art�kel 91 W.v.S. 
ketentuan tersebut berlaku 
juga terhadap undang-undang 
la�n. Jen�s p�dana yang dapat 
d�jatuhkan kepada korporas� 
adalah sebaga� ber�kut:

 a. Pengumuman keputusan 
pengad�lan;

 b. Pernyataan perampasan 
alat-alat atau benda 
tertentu;

 c. Maks�mum denda uang 
10.000 gulden untuk 
pembuat pelanggaran, dan 
maks�mum denda uang 
1.000.000. gulden untuk 
pembuat kejahatan;

 d. Pernyataan pembatalan 
kedudukan badan hukum 
untuk masa tertentu atau 
untuk selama-lamanya;

 e. Pembubaran.
Semua jen�s p�dana tersebut dapat 
d�jatuhkan bersama-sama, terkecual� 
p�dana tersebut pada sub b dan e.8

Mesk�pun beberapa peraturan 
perundang-undangan d� luar KUHP 
telah mener�ma korporas� sebaga� 
subjek hukum p�dana, namun hap�r 
t�dak ada yur�sprudens� tentang hal �tu. 
Hal �n� menurut penul�s, karena adanya 
ket�dak jelasan perumusan perundang-
undangan mengena� beberapa hal, 
d�antaranya:
1. Ket�dakjelasan perumusan 

mengena� kapan suatu korporas� 
d�nyatakan sebaga� pelaku dan 
kapan suatu t�ndak p�dana telah 
d�lakukan atas nama suatu 
korporas�.

2. Ket�dakjelasan perumusan 
mengena� perbuatan yang 
akand�pertanggungjawabkan 
melalu� perumusan korporas� 
sebaga� subjek t�ndak p�dana.

3. Ket�dakjelasan mengena� 
kr�ter�a apa yang d�gunakan 
sebaga� pedoman untuk 
mempertanggungjawabkan 
korporas�.

4. Masalah p�dana yang d�jatuhkan 
terhadap korporas�.

8 Suartha, I Dewa Made, Op.c�t., hlm.74
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2.2.Kebijakan Hukum Pidana 
Terhadap Tindak Pidana 
Korporasi Dalam Perspektif 
IusConstituendum

2.2.a. Pengaturan Dalam Rancangan 
KUHP 2014-2015
Dalam ruang l�ngkup 

pembentukan KUHP Nas�onal 
Indones�a, muncul perhat�an khusus 
mengena� perl�ndungan sos�al terhadap 
akt�v�tas korporas� yang bers�fat 
merug�kan masyarakat seh�ngga 
korporas� d�pandang perlu untuk 
d�rumuskan sebaga� pelaku dan yang 
bertanggungjawab.

Konsep korporas� dan 
pertanggungjawaban korporas� sebaga� 
subjek t�ndak p�dana d�rumuskan oleh 
t�m penyusun Naskah Rancangan 
KUHP 2014-2015 Pasal 162 dan Pasal 
44 sampa� dengan Pasal 49. Buny� 
rumusan pasal-pasal tersebut adalah 
sebaga� ber�kut :

Pasal 162 : korporas� adalah 
kumpulan terorgan�s�r dar� orang dan 
atau kekayaan, ba�k merupakan badan 
hukum ataupun bukan.

Pasal 44 : korporas� dapat 
d�pertanggungjawabkan dalam 
melakukan t�ndak p�dana.

Pasal 45 : j�ka t�ndak 
p�dana d�lakukan oleh atau untuk 
korporas�, penjatuhan p�dananya dapat 
d�lakukan terhadap korporas� dan atau 
pengurusnya.

Pasal 46 : korporas� t�dak 
dapat d�pertanggungjawabkan secara 
p�dana terhadap suatu perbuatan 
yang d�lakukan untuk dan atau atas 
namakorporas�, apab�la perbuatan 

tersebut t�dak termasuk dalam l�ngkup 
usahanya sebaga�mana d�tentukan 
dalam anggaran dasar atau ketentuan 
la�n yang berlaku bag� korporas� yang 
bersangkutan.

Pasal 47 :pertanggungjawaban 
p�dana pengurus korporas� d�batas� 
sepanjang pengurus mempunya� 
kedudukan fungs�onal dalam struktur 
organ�sas� korporas�.

Pasal 48 ayat (1) : dalam 
mempert�mbangkan suatu tuntutan 
p�dana, harus d�pert�mbangkan apakah 
bag�an hukum la�n telah member�kan 
perl�ndungan yang leb�h berguna 
dar�pada menjatuhkan p�dana terhadap 
suatu korporas�;

Ayat (2) :pert�mbangan 
sebaga�mana d�maksud dalam ayat 
(1) harus d�nyatakan dalam putusan 
hak�m

Pasal 49 : alasan pemaaf 
atau alasan pembenar yang dapat 
d�ajukan oleh pembuat yang bert�ndak 
untuk dan atas nama korporas�, dapat 
d�ajukan oleh korporas� sepanjang 
alasan tersebut langsung berhubungan 
dengan perbuatan yang d�dakwakan 
pada korporas�.

Mengena� kedudukan sebaga� 
pelaku dan s�fat pertanggungjawaban 
korporas� d�sebutkan dalam penjelasan 
Pasal 46 Rancangan KUHP 2014-2015 
sebaga� ber�kut :
a. pengurus koperas� sebaga� pelaku 

dan oleh karena �tu pengurus lah 
yang bertanggungjawab;

b. korporas� sebaga� pembuat 
dan pengurus yang 
bertanggungjawab;
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c. korporas� sebaga� pembuat 
dan juga sebaga� yang 
bertanggungjawab.
Oleh karena �tu j�ka suatu t�ndak 

p�dana d�lakukan oleh dan untuk 
suatu korporas�, maka penuntutan nya 
dapat d�lakukan dan p�dananya dapat 
d�jatuhkan terhadap korporas� send�r�, 
atau koperas� dan pengurusnya atau 
pengurusnya saja.

P�dana pokok yang dapat 
d�jatuhkan pada korporas� menurut 
Rancangan KUHP 2014-2015 hanyalah 
“p�dana denda” dengan ancaman 
maks�mum p�dana denda leb�h berat 
d�band�ngkan dengan ancaman p�dana 
denda terhadap orang, ya�tu kategor� 
leb�h t�ngg� ber�kutnya. P�dana denda 
pal�ng banyak untuk korporas� adalah 
yang melakukan t�ndak p�dana yang 
d�ancam p�dana penjara pal�ng lama 7 
tahun sampa� dengan 15 tahun adalah 
denda kategor� V dan p�dana mat�, 
p�dana penjara seumur h�dup, atau 
p�dana penjara pal�ng lama 20 tahun 
adalah denda kategor� VI. Sedangkan 
p�dana denda pal�ng sed�k�t untuk 
korporas� adalah denda kategor� IV 
(Pasal 75 ayat (4), (5), (6)).P�dana 
tambahan yang dapat d�jatuhkan 
terhadap korporas� berupa pencabutan 
hak yang d�peroleh korporas� (Pasal 
84 ayat (2).

2.2.b.  Relevansi Penerimaan 
Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi Dalam Hukum 
Pidana.
Dalam hukum p�dana konsep 

liability atau pertanggungjawaban 
merupakan konsep sentral yang 
d�kenal dengan ajaran kesalahan.
Dalam  bahasa lat�n ajaran kesalahan 
�n� d�kenal dengan sebutan”mensrea”. 
Doktr�n mensrea �tu d�landaskan pada 
max�m”actis non facitreum nisi mens 
sit rea”, ya�tu “suatu perbuatan t�dak 
mengak�batkan seseorang bersalah 
keacul� j�ka p�k�ran  orang �tu jahat”. 
Dalam hukum p�dana �nggr�s doktr�n 
tersebut d�rumuskan dengan”an act 
does not make a person guilty, unless 
the mind is legality blameworthy”. 

Berdasarkan asas tersebut, maka 
ada dua syarat yang harus d�penuh� 
untuk dapat mem�dana seseorang, 
ya�tu: (1) ada perbuatan lah�r�ah 
yang terlarang (actusreus), dan (2) 
ada s�kap bath�n jahat/tercela lah�r�ah 
yang terlarang. Pertanggungjawaban 
p�dana �tu selalu berhubungan 
dengan kesalahan, ba�k dalam bentuk 
kesengajaan maupun kealpaan.

Hukum p�dana Indones�a pada 
dasarnya menganut asas kesalahan. 
Ketentuan tersebut dapat d�l�hat dalam 
Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 tentang 
Kekuasaan Kehak�man,  Pasal 183, 
Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) 
tentang K�tab Undang-Undang Hukum 
Acara P�dana (KUHAP) dan d� dalam 
KUHP, walaupun t�dak d�sebutkan 
secara ekspl�s�t, tetap� dar� rumusan 
pasal-pasalnya meng�nd�kas�kan 
d�anut nya asas kesalahan, ba�k 
dalam bentuk kesengajaan maupun 
kealpaan. D�samp�ng �tu juga dalam 
hukum p�dana d�kenal suatu asas yang 
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t�dak tertul�s yang berbuny�:”geenst
rafzonderschuld”(t�ada p�dana tanpa 
kesalahan).

Dengan perkembangan 
masyarakat, ba�k d� b�dang teknolog�, 
ekonom�, maupun dun�a usaha, maka 
muncullah perbuatan-perbuatan 
melawan hukum yang s�fatnya 
r�ngan tetap� sangat membahayakan 
masyarakat umum (public welfare 
offences). Kejahatan dalam bentuk 
�n� kadang-kadang t�dak d�serta� 
dengan n�at jahat sebaga�mana halnya 
dengan kejahatan-kejahatan la�n, 
sepert�: pencur�an, pembunuhan, dan 
sebaga�nya. Kejahatan �n� kadangkala 
hanya berupa pelanggaran peraturan 
yang berdampak pada membahayakan 
masyarakat (regulatory offences), 
m�salnya yang berka�tan dengan 
m�numan keras, penggunaan obat-
obatan terlarang, pencemaran 
l�ngkungan,  perl�ndungan konsumen, 
dan sebaga�nya. Clanv�lle W�ll�ams 
(yang d�kut�p oleh Roml�Atmasasm�ta) 
juga mengemukakan bahwa perbuatan 
pelanggaran terhadap peraturan umum 
adalah pelanggaran terhadap ketentuan 
yang mengatur mengena� pend�d�kan, 
penjualan, penguasaan, hubungan 
buruh-maj�kan, dan lalul�ntas.9

Dalam rangka mengatas� 
perkembangan kejahatan yang semak�n 
kompleks tersebut nampaknya hukum 
p�dana klas�k yang menganut asas 
kesalahan sudah t�dak mampu lag�.
Oleh karena �tu, perlu d�lakukan 
9 Atmasasm�ta, Roml�, 2014, Bunga Rampa� 

Kr�m�nolog�, Rajawal� Pers, Jakarta, hlm.34-
35.

pembaharuan d� b�dang hukum 
p�dana dengan mengaku� bahwa asas 
kesalahan bukan lag� satu-satunya asas 
yang dapat d�paka� untuk menentukan 
d�p�dana nya seseorang. Dalam hukum 
p�dana modern pertanggungjawaban 
p�dana juga dapat d�kenakan  kepada 
seseorang, mesk�pun orang tersebut 
t�dak mempunya� kesalahan sama 
sekal�.

Alasan utama untuk menerapkan 
pertanggungjawaban p�dana tanpa 
kesalahan �tu adalah dem� perl�ndungan 
masyarakat, karena untuk del�k-del�k 
tertentu (sepert� t�ndak p�dana korporas� 
dan del�k-del�k tertentu la�nnya d�atas) 
sangat sul�t membukt�kan adanya unsur 
kesalahan. Ada t�ga macam bentuk/
model system pertanggungjawaban 
p�dana tanpa kesalahan, ya�tu: 
a) Pertanggungjawaban pidana 

mutlak (strict liability), yang 
unsur pokoknya adalah perbuatan 
(octusreus), bukan mensrea. 
Landasan penerapannya, antara 
la�n:

1. T�dak berlaku umum terhadap 
semua jen�s t�ndak p�dana, 
tetap� sangat terbatas dan 
tertentu terutama mengena� 
kejahatan ant�-soc�al atau yang 
membahayakan soc�al;

2. Perbuatan tersebut benar-benar 
melawan hukum (unlawful) yang 
sangat bertentangan dengan 
kehat�-hat�an yang d�waj�bkan 
hukum dan kepatutan;

3. Perbuatan tersebut d�larang 
keras oleh undang-undang 
karena d�kategor�kan sebaga� 
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akt�v�tas yang sangat potens�al 
mengandung bahaya kepada 
kesehatan, keselamatan, dan 
moral�k (a particular activity 
potential danger of public health, 
safety, or moral);

4. Perbuatan tersebut secara 
keseluruhan d�lakukan dengan 
cara t�dak melakukan pencegahan 
yang sangat wajar (unreasonable 
preausions).10

Dalam perspekt�f 
iusconstituendum, system 
pertanggungjawaban p�dana mutlak 
juga sudah d�rumuskan dalam Konsep 
KUHP Tahun 2014-2015, Pasal 32 
ayat (3) yang menyebutkan:”Untuk 
t�ndak p�dana tertentu, undang-undang 
dapat menentukan bahwa seseorang 
dapat d�p�dana semata-mata karena 
telah terpenuh�nya unsur-unsur t�ndak 
p�dana tersebut tanpa memperhat�kan 
adanya kesalahan”.

Secara teoret�s, asas tanggung 
jawab mutlak (strict liability) telah 
d�perkenalkan sejak pertengahan 
abad ke-19.D� Indones�a send�r�, 
pengetahuan mengena� asas strict 
liability t�dak hanya terbatas d�kalangan 
teor�sas� atau �lmu hukum p�dana.
Sebab sesungguhnya asas tersebut 
telah d�terapkan sejak lama dalam 
penegakan hukum, terutama dalam 
penegakan pelanggaran lalul�ntas jalan 
raya.11

10 Harahap, Yahya, 2007, Beberapa T�njauan 
tentang Permasalahan Hukum, C�tra Ad�tya 
Bakt�, Bandung, hlm.37-38.

11 Ar�ef, Barda Nawaw�, 2013, Kapeta Selekta 
Hukum P�dana, PT. C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung hlm.237.

b) P e r t a n g g u n g j a w a b a n 
pidana pengganti (vicarious 
liability), d�kenal d� Negara-
negara Anglo Saxon, yakn� 
“the legal responsibility of one 
person for wrongful acts of 
another”. Pertanggungjawaban 
p�dana penggant� adalah 
pertanggungjawaban  seseorang, 
tanpa kesalahan pr�bad�, 
bertanggung jawab atas t�ndakan 
orang la�n. Dalam perkara 
p�dana, ada dua syarat pent�ng 
yang harus d�penuh� untuk dapat 
menerapkan perbuatan p�dana 
dengan pertanggungjawaban 
pr�bad� (vicarious liability), 
ya�tu:

1. The must relationship between X 
which is sufficient to justify the 
imposition of vicarious liability;

2. The criminal conduct commited 
by Y must be referable in some 
particular way to relationship 
between X and Y.12

D�samp�ng dua syarat tersebut 
d�atas, terdapat dua pr�ns�p yang harus 
d�penuh� dalam menerapkan vicarious 
liability, ya�tu pr�ns�p pendelegas�an 
(the delegation principle) dan pr�ns�p 
perbuatan buruh merupakan perbuatan 
maj�kan (the servant’s act is the 
master’s act in law).13

Latar belakang alasan 
d�cantumkan nya asas 
12 Flatcher, Marcus, 1990, A. Level Pr�nc�ple 

of Engl�sh Law, IstEd�ton, HLT Publ�cat�on, 
London, hlm.194.

13 Redmon, PWD, 1979, General Pr�nc�ple of 
Engl�sh law, Ist Ed�t�on, Macdonald and Evan, 
London, hlm.232.
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pertanggungjawaban penggant� �n� 
dalam Konsep KUHP Tahun 2014-
2015, dalam penjelasan  Pasal 32 
ayat (2) menyebutkan:”Ketentuan 
ayat �n� merupakan perkecual�an dar� 
asas t�ada p�dana tanpa kesalahan. 
Lah�rnya pengecual�an �n� merupakan 
penghalusan dan pendalaman asas 
regulat�ve dan yur�d�s moral, ya�tu 
dalam hal-hal tertentu tanggungjawab 
seseorang d�pandang patut d�perluas 
sampa� kepada t�ndakan bawahannya 
yang melakukan pekerjaan atau 
perbuatan untuknya atau dalam 
batas-batas per�ntahnya. Oleh karena 
�tu, mesk�pun seseorang dalam 
kenyataannya t�dak melakukan 
t�ndak p�dana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban p�dana �a 
d�pandang mempunya� kesalahan 
j�ka perbuatan orang la�n yang 
berada dalamkedudukan yang 
sedem�k�an �tu merupakan t�ndak 
p�dana. Sebaga� pengecual�an, maka 
ketentuan �n� penggunaannya harus 
d�batas� untuk kejad�an-kejad�an 
tertentu yang d�tentukan secara 
tegas oleh undang-undang agar t�dak 
d�gunakan secara sewenang-wenang. 
Asas pertanggungjawaban yang 
bers�fat pengecual�an �n� d�kenal 
sebaga�”vicarious liability”.
c) P e r t a n g g u n g j a w a b a n 

tindak pidana korporasi, 
d�katakan bahwa korporas� 
bertanggungjawab atas perbuatan 
yang d�lakukan anggotanya dalam 
ka�tan dengan ruang l�ngkup 
pekerjaannya. Tentu saja p�dana 
yang dapat d�jatuhkan kepada 

korporas� b�asanya p�dana denda 
atau berupa t�ndakan la�n, sepert� 
t�ndakan tata tert�b atau t�ndakan 
adm�n�stras�.

Ada dua cara  untuk dapat mem�dana 
korporas�, ya�tu: 

1. Korporas� dapat d�kenakan p�dana 
berdasarkan asas vicarious 
liability atas kejahatan yang 
d�lakukan oleh pegawa�nya;

2. Korporas� dapat d�kenakan p�dana 
berdasarkan teori identifikasi. 
Pengad�lan mengaku� t�ndakan 
dar� anggota tertentu dar� 
korporas�, selamat�ndakan 
�tuberka�tan dengan urusan 
korporas�, d�anggap sebaga� 
t�ndakan dar� korporas� �tu 
send�r�.14

Teor� �dent�f�kas� sebaga�mana 
d�sebutkan d�atas, adalah salah 
satu teor� yang menjust�f�kas� 
pertanggungjawaban korporas� dalam 
hukum p�dana. Teor� �n� menyebutkan 
bahwa”the act and state of the person 
are the act and state of mind of the 
corporation”(t�ndakan kehendak 
dar� d�rektur adalah juga merupakan 
t�ndakan dan kehendak dar� korporas�). 
Teor� �dent�f�kas� membatas� 
pertanggungjawaban korporas� 
terhadap t�ndakan orang-orang yang 
mewak�l� korporas�, sepert� dewan 
d�reks�, dan pejabat-pejabat puncak 
korporas�, sebaga� penentu keb�jakan.

Ada beberapa tolak ukur/dasar 
yang dapat d�pergunakan sebaga� alasan 
pembenar terhadap peny�mpangan asas 
14 Saego, Peter, 1989, Cr�m�nal law, Ist Ed�t�on, 

Sweet $Mazwell, London, hlm.134-144.
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kesalahan dalam pertanggungjawaban 
p�dana korporas� mempunya� relevans� 
untuk d�terapkan d� Indones�a, ya�tu:
a) Dasar Pembenar Teoretis

Relevans� teor�t�s �n� perlu 
d�kemukakan dengan pert�mbangan 
apakah keberlakuan suatu ka�dah 
hukumt�dak bertentangan dengan 
kecenderungan pem�k�ran secara 
global.Dem�k�an juga harus d�ka�tkan 
dengan jalan p�k�ran �lm�ah kalangan 
akadem�s� hukum, art�nya apakah 
kaedah hukum yang baru d��ntrodus�r 
�tu dapat d�ter�ma atau d�tolak oleh 
kalangan �lmuan hukum dengan 
berbaga� alasan dan argumentas� yang 
d�kemukakan.

D�cantumkannya peny�mpangan 
terhadap asas kesalahan �n� mendapat 
tanggapan  pro dan kontra d�kalangan 
para ahl� hukum, sepert� Schaffmes�ter 
menganggap bahwa peny�mpangan 
�tu merupakan hal yang bertentangan 
dengan mensrea. Namun Barda 
Nawaw� Ar�ef, berpendapat bahwa 
pengecual�an atau peny�mpangan 
dar� suatu asas jangan d�l�hat semata-
mata sebaga� suatu pertentangan 
(contrad�ct�on), tetap� juga harus d�l�hat 
sebaga� pelengkap (complement) dalam 
mewujudkan asas kese�mbangan, ya�tu 
kese�mbangan antara kepent�ngan  
pr�bad� dengan kepent�ngan 
masyarakat, kese�mbangan antara 
kedua kepent�ngan �tulah oleh 
bel�au d�namakan sebaga� asas 
monodual�st�k.15

15 Ar�efBarda Nawaw�, Op.C�t., hlm.112-113.

Pembenaran peny�mpangan 
terhadap asas kesalahan dalam 
pertanggungjawaban p�dana korporas� 
dapat d�kaj� atas dasar tujuan p�dana 
dan pem�danaan yang bers�fat 
�ntegrat�ve dalam rangka perl�ndungan 
soc�al, ya�tu: (1) pencegahan umum 
dan khusus; (2) perl�ndungan 
masyarakat; (3) memel�hara sol�dar�tas 
masyarakat; dan (4) peng�mbalan atau 
peng�mbangan.
b) Dasar Pembenar Sosiologis

Relevans� sos�olog�s �n� 
d�butuhkan untuk men�la� sejauhmana 
peny�mpangan asas kesalahan dalam 
pertanggungjawaban p�dana dapat 
d�ter�ma oleh masyarakat.Sehubungan 
dengan dengan hal tersebut, ada 
dua teor� yang d�kenal, ya�tu teor� 
pengakuan dan teor� kekuasaan. 
Kedua teor� tersebut d�gunakan oleh 
SoerjonoSoekanto dalam men�la� 
keberlakuan hukum adat d� Indones�a, 
juga akan d�pergunakan dalam men�la� 
sejauh mana peny�mpangan asas 
kesalahan �tu dapat d�berlakukan atau 
t�dak dalam masyarakat Indones�a.16

Menurut teor� pengakuan, 
berlaku t�daknya suatu norma hukum 
�tu d�tentukan oleh sejauh mana 
masyarakat mener�ma dan mengaku� 
sebaga� norma  yang d�taat�. Secara 
ekstrem menurut pandangan teor� 
pengakuan, suatu ketentuan hukum 
baru boleh d�anggap sebaga� hukum 
apab�la �a d�aku� secara sah oleh 
masyarakat send�r�. Sedangkan 
16 Soekanto, Soerjono, 1979, Masalah Kedudukan  

dan Peranan Hukum Adat, Akadem�ka, 
Jakarta, hlm.5-6.
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menurut teor� kekuasaan, berlaku 
t�daknya suatu norma �tu d�l�hat sejauh 
mana norma �tu d�perlakukan oleh 
sesuatu kekuasaan tertentu.Secara 
ekstrem dapat d�katakan bahwa dalam 
pandangan teor� kekuasaan, suatu 
norma hukum �tu berlaku karena 
kekuasaannya send�r� yang bers�fat 
per�ntah, terp�sah dar� pert�mbangan 
ada t�daknya pengakuan dar� 
masyarakat yang d�aturnya.

Menurut hukum p�dana adat, 
masalah pertanggungjawaban p�dana 
t�dak semata-mata menganut asas 
kesalahan sebaga� unsure yang mutlak 
yang harus ada dalam suatu del�k. 
Hukum p�dana adat juga menuntut 
seseorang untuk bertanggungjawab 
walaupun t�dak ada kesalahan sama 
sekal� (sepert�:strictliabiloity). 
D�samp�ng �tu, hukum adat juga 
member�kan kemungk�nan untuk 
mempertanggungjawabkan orang 
la�n atau persekutuannya atas del�k 
yang telah d�lakukannya oleh anggota 
persekutuan tersebut. T�ndakan 
reaks� atau koreks� �tu t�dak hanya 
dapat d�kenakan pada s�pelaku, tetap� 
dapat juga d�kenakan pada kerabat 
atau keluarganya atau mungk�n juga 
d�bebankan kepada masyarakat yang 
bersangkutan untuk mengembal�kan 
kese�mbangan yang terganggu (sepert�: 
strict vicarious).17 Berdasarkan 
hal tersebut, dapat d�katakan 
bahwa perkembangan pem�k�ran  
mengena�subjek del�k dalam hukum 
17 W�dnyana, I Made , 1993, Kapeta Selekta 

Hukum P�dana Adat, PT. Eresco , Bandung, 
hlm.19-27.

p�dana sekarang �n� mempunya� 
relevans� secara sos�olog�s dengan 
masyarakat Indones�a.
c) Dasar Pembenar Filosofis

Keberlakuan secara teoret�s dan 
sos�olog�s d�atas, perlu d�telaah leb�h 
jauh kesesua�an nya dengan alam 
p�k�ran hukum dan falsafah hukum  
nas�onal adalah Pancas�la.Pancas�la 
sebaga� �deolog� Negara menyatakan 
bahwa kel�ma s�la yang merupakan 
pr�ns�p dasar serta pedoman bag� 
bangsa Indones�a dan h�dup kenegaraan 
nya.

Seanda�nya asas kesalahan tetap 
d�pertahankan berart� kepent�ngan 
pelaku del�k d�dahulukan, tetap� 
kepent�ngan umum d�korbankan.
Sebal�knya, j�ka peny�mpangan asas 
kesalahan d�tetapkan pada semua 
perbuatan p�dana, berart� kepent�ngan 
umum d�dahulukan dan kepent�ngan 
pelaku del�k d�korbankan.Oleh 
karena �tu d�amb�l jalan tengah, ya�tu 
peny�mpangan asas kesalahan d�ter�ma, 
tetap� hanya terhadap perbuatan p�dana 
tertentu yang mengatur kepent�ngan 
umum atau yang s�fatnya r�ngan 
(regulatory offence, public welfare 
offence, mala prohibita). Apab�la 
keb�jakan  sepert� �tu d�jalankan, 
maka berart� salah satu pr�ns�p 
dasar dar� Pancas�la, yakn� adanya 
kese�mbangan antara kepent�ngan 
umum dengan kepent�ngan pr�bad� 
(asas monodual�st�k) telah d�jalankan.
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IV SIMPULAN
a. KUHP t�dak mengatur korporas� 

sebaga� subjek hukum yang 
dapat d�p�dana, karena mas�h 
menganut pr�ns�p subjek hukum 
hanyalah manus�a alam�ah. 
Sedangkan beberapa peraturan 
perundang-undangan d�luar 
KUHP telah mula� mengatur 
secara pars�al dan t�dak kons�sten 
bahwa korporas� sebaga� subjek 
hukum p�dana serta masalah 
pertanggungjawaban p�dananya. 

b. Dalam  perspekt�f 
iusconstituendum subjek 
t�ndak p�dana korporas� dan 
pertanggungjawaban p�dananya 
telah d�rumuskan secara tegas 
dan terper�nc� dalam naskah 
rancangan KUHP 2014-2015, 
Pasal 162, Pasal 44 sampa� 
dengan Pasal 49. Dengan 
dem�k�an secara pr�ns�p telah 
d�ter�ma korporas� sebaga� 
subjekhukum dalam hukum 
p�dana, seh�ngga korporas� dapat 
d�tuntut dan d�jatuh� p�dana. 
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